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ABSTRAK 

Pertumbuhan industri di banyak negara termasuk Indonesia telah menimbulkan pencemaran 

dan perusakan lingkungan. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak 

diperhitungkan di dalam penggunaannya menimbulkan akibat sampingan yang sangat 

merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam rangka mendukung perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan dalam bentuk upaya pengendalian 

lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi lingkungan hidup. Bentuk dari pengendalian 

tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengawasan Lingkungan 

Hidup merupakan instrumen yang sangat penting bagi penanggulangan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup demi kelestrarian, keberlangsungan lingkungan hidup dan 

demi keberlangsungan hidup umat manusia, oleh karena itu seharusnya pemerintah bisa 

untuk lebih memperhatikan untuk mengembangkan pengaturan mengenai Pengawasan 

lingkungan hidup dengan lebih spesifik dan menyeluruh. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi 

kepustakaan atau pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan yang ada di Kabupaten Bogor tentang 

pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai mana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup 
 

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pengawasan, Pengaturan 
 
 

Abstract 

Industrial growth in many countries including Indonesia has caused pollution and environmental 

destruction. The use and management of natural resources that are not taken into account in their use 

have side effects that are very detrimental to the environment and society. In order to support 

environmental protection and management, it can be done in the form of environmental control efforts. 

Control of pollution and/or environmental damage is carried out in the context of carrying out 

environmental functions. The form of control includes prevention, countermeasures, and recovery. 

Environmental  Supervision  is  a  very  important  instrument  for  the  mitigation  of  pollution  and 
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environmental damage for the sake of sustainability, environmental sustainability and for the survival 

of mankind, therefore the government should be able to pay more attention to developing environmental 

supervision more specifically and thoroughly. The approach method used in this study is normative 

juridical, namely by using literature studies or the Legislation approach (statue approach). The purpose 

of this study is to determine the extent of existing regulations in Bogor Regency regarding pollution 

supervision and environmental destruction. As stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning 

Environmental Protection and Management in carrying out supervisory duties. 
 

Keyword : Environment, Surveillance, Regulation. 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Masalah lingkulngan hidulp melnjadi isul yang paling pelnting dalam hal 

kelrulgian yang diakibatkan karelna elksploitasi yang dilakulkan olelh pellakul ulsaha 

yaitul indulstri ataul pelrulsahaan yang mellakulkan elksploitasi dalam hal sulmbelr daya 

alam. Ulntulk itul, pellakul ulsaha ataul  indulstri telrselbult ditulntult ulntulk bisa melnjaga 

maulpuln tidak melrulsak ataulpuln melnyelbabkan timbullnya kelrulgian, namuln hal 

telrselbult telntulnya melnjadi sulatul hal yang sullit, dikarelnakan elksploitasi yang 

dilakulkan olelh pellakul ulsaha telrselbult telntulnya pasti ada akibat yang 

ditimbullkannya.(Chumaida, n.d.) 

Dalam Ulndang-ulndang Nomor  32 Tahuln  2009 telntang Pelrlindulngan dan 

Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp khulsulsnya pada Bab 12 bagian satul bahwa 

pelngawasan yang haruls dilakulkan olelh peljabat dalam melngawasi llingkulngan 

hidulp delngan kelwelnangannya wajib mellakulkan pelngawasan telrhadap keltaatan 

pelnganggulng jawab ulsaha dan/ataul kelgiatan atas keltelntulan yang diteltapkan dalam 

pelratulran pelrulndang-ulndangan dibidang pelrlindulngan dan pelngellolaan 

lingkulngan hidulp. 

Dalam rangka melndulkulng pelrlindulngan dan pelngellolaan lingkulngan hidulp, 

dapat dilakulkan dalam belntulk ulpaya pelngelndalian lingkulngan hidulp. 

Pelngelndalian pelncelmaran dan/ataul kelrulsakan lingkulngan hidulp dilaksanakan 

dalam rangka pellaksanaan fulngsi lingkulngan hidulp. Belntulk dari pelngelndalian 

telrselbult mellipulti pelncelgahan, pelnanggullangan, dan pelmullihan. Ciri dari 

lingkulngan hidulp yang baik dan selhat adalah sirkullasi uldara yang lancar dan 

belrsih, kelbelradaan sulmbelr air yang belrsih, pelngellolaan limbah dilakulkan selcara 

elfelktif, dan banyak pelpohonan rindang. Ulntulk melndapatkan lingkulngan hidulp 

yang baik dan selhat dipelrlulkan adanya pelrlindulngan dan pelngellolaan lingkulngan 

hidulp.(Imanika & Rohman, 2022) 

Melnulrult pelnjellasan diatas, dapat dikeltahuli bahwa Pelngawasan Lingkulngan 

Hidulp   melrulpakan   instrulmeln   yang   sangat   pelnting   bagi   pelnanggullangan 
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pelncelmaran dan kelrulsakan lingkulngan hidulp delmi kellelstrarian, kelbelrlangsulngan 

lingkulngan hidulp dan delmi kelbelrlangsulngan hidulp ulmat manulsia, olelh karelna itul 

selharulsnya pelmelrintah bisa ulntulk lelbih melmpelrhatikan ulntulk melngelmbangkan 

Pelngawasan lingkulngan hidulp delngan lelbih spelsifik dan melnyellulrulh. Sampai saat 

ini walaulpuln suldah banyaknya atulran yang mellihat telrkait pelrmasalahan 

lingkulnan hidulp akan teltapi dalam hal pelngawasan dilapangan masih culkulp 

minim. 

Belrdasarkan ulraian latar bellakang masalah telrselbult di atas, Pelnullis telrtarik 

ulntulk mellakulkan pelnellitian dalam belntulk skripsi delngan juldull : “Analisis Hukum 

Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup”. 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Meltodel yang digulnakan pelnullis dalam pelnellitian ini yaulti melnggulnakan 

meltodel pelndelkatan Yulridis Normatif. yaitul pelnullisan yang melnggulnakan stuldi 

kelpulstakaan selpanjang itul dipelrlulkan dan julga delngan mellakulkan intelrvielw ulntulk 

mellelngkapi stuldi kelpulstakaan.(Martin Roestamy, Endeh Suhatini, 2020) bahan 

pulstaka yang belrulpa data dasar yang dalam pelnellitian digolongkan selbagai data 

selkulndelr. Data Selkulndelr bisa melncakulp bahan hulkulm prelmielr, bahan hulkulm 

selkulndelr dan bahan hulkulm telrtielr. 

1. Telknik Pelngulmpullan 

Data 

Dalam pelnellitian ini, telknik yang digulnakan telrultama ulntulk melnggali data 

yaitul dari sulmbelr-sulmbelr yang dipelrolelh dari Ulndang-ulndang, bulkul, 

kelpulstakaan (library relselarch), stuldi lapangan dan julrnal. yakni delngan 

mellakulkan pelnellitian telrhadap sulmbelr telrselbult 

2. Analisis Data 

Meltodel analisis data yang dipelrgulnakan dalam pelnellitian ini adalah meltodel 

analisis kulalitatif, yang dipelrolelh dari belrbagai sulmbelr, seltiap data primelr dan 

selkulndelr telrsielr yang tellah telrkulmpull ditullis dalam belntulk ulraian ataul laporan 

yang telrpelrinci, kelmuldian disulsuln  sulpaya lelbih sistelmatis, dan sellanjultnya 

ditarik kelsimpullan. 

Bahan-bahan pulstaka yang digulnakan dalam Pelnullisan Hulkulm ini 

diantaranya adalah : 

a. Bahan Hulkulm Primelr 
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yaitul: Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata, Ulndang-Ulndang Nomor. 32 
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Tahuln 2009, Ulndang-Ulndang No.40 Tahuln 2014, Pelratulran Pelmelrintah 

Nomor 46 tahuln 2017, Pelratulran Melntelri Lingkulngan Hidulp Nomor 18 

Tahuln 2009. 

b. Bahan Hulkulm Selkulndelr 

Yaitul, bahan pulstaka yang belrisikan informasi telntang bahan primelr yaitul 

belrulpa bulkul, tullisan ilmiah, dan lain-lain selbagainya yang melndulkulng objelk 

pelnellitian. 

c. Bahan Hulkulm Telrtielr 

yaitul    bahan yang melmbelrikan peltulnjulk maulpuln pelnjellasan telrhadap 

bahan primelr dan selkulndelr, selpelrti : kamuls hulkulm, ulmulm bahasa 

Indonelsia dan lain selbagainya. 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Pelngelrtian Lingkulngan Hidulp 

Lingkulngan hidulp adalah julmlah selmula belnda dan kondisi yang ada 

dalam rulang yang kita telmpati yang melmpelngarulhi kelhidulpan kita. Istilah 

Lingkulngan Hidulp tidak hanya ada di Indonelsia teltapi telrdapat pulla istilah- 

istilah Lingkulngan Hidulp di nelgara lain, selpelrti halnya dalam bahasa Inggris 

dan bahasa Francis diselbult delngan “Elnvironmelnt”, seldangkan dalam bahasa 

Bellanda “Millielul”. 

Lingkulngan  Hidulp  melnulrult  Ulndang-ulndang  Nomor  32  Tahuln  2009 

telntang Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp melnelgaskan 

bahwa : “Lingkulngan Hidulp adalah kelsatulan rulang delngan selmula belnda, 

daya, keladaan, dan mahlulk hidulp, telrmasulk manulsia dan pelrilakulnya, yang 

melmpelngarulhi alam itul selndiri, kellangsulngan pelri kelhidulpan, dan 

kelseljahtelraan manulsia selrta mahlulk hidulp lain”. Manulsia seljatinya selbagai 

mahlulk sosisal selhingga seljak dari lahir sangat belrkaitan delngan lingkulngan 

diselkitarnya. Lingkulngan Hidulp adalah bagian multlak dalam selgala aktifitas 

kelhidulpan manulsia, insting manulsia dalam belrtahan hidulp selpelrtti melncari 

makan, minulm, selrta melmelnulhi kelbultulhan lainnya, adalah karelna telrdapat 

lingkulngan hidulp selbagai sulmbelr dari selgala pelmelnulhan kelbultulhan hidulp 

manulsia. 

Melnulrult  P.  Joko  Sulbagyo  melnjellaskan  Lingkulngan  telmpat  hidulp 

manulsia dikatelgorikan melnjadi 3 (tiga) kellompok dasar, yaitul    : 

a. Lingkulngan fisik ( physical elnvironmelnt), yaitul selgala selsulatul di selkitar 

kita yang belrbelntulk belnda mati, selpelrti rulmah, kelndaraan, uladara, air 

dan lain selbagainya. 
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b. Lingkulngan biologis (biological elnvironmelnt), yaitul selgala selsulatul yang 

belrada di selkitar manulsia yang belrulpa organismel hidulp sellain dari 

manulsianya itul    selndiri. 

c. Lingkulngan sosial (social elnvironmelnt), yaitul manulsia-manulsia yang ada 

di selkitarnya, selpelrti teltangga, telman-telman, dan orang-orang lain di 

selkitarnya yang bellulm dikelnal.(P. Joko Subagyo, 2002) 
 

Lingkulnan Hidulp melrulpakan bagian yang multlak dalam roda 

kelhidulpan, lingkulngan hidulp adalah sulatul aksels ataul sulmbelr mahlulk hidulp 

ulntulk belrtahan hidulp, baik itul ulntulk melncari makan, minulm, telmpat tinggal 

dan lain-lain. Dari lingkulngan hidulp, manulsia, helwan, dan tulmbulh- 

tulmbulhan bisa melmpelrolelh daya ataul telnaga. Manulsia melmpelrolelh 

kelbultulhan pokok ataul  primelr, kelbultulhan selkulndelr ataul bahkan melmelnulhi 

lelbih dari kelbultulhannya selndiri belrulpa hasrat ataul  kelinginan, delngan 

delmikian dapat kita pahami bahwa manulsia dan makhlulk hidulp lainnya 

tidak bisa hidulp dalam kelselndirian. Bagian-bagian ataul komponeln- 

komponeln lain, multlak haruls ada ulntulk melndampingi dan melnelrulskan 

kelhidulpan ataul    elksistelnsinya.(N.H.T. Siahaan, S.H., 2004) 

2. Hulkulm Lingkulngan di Indonelsia 

Selcara ulmulm yang dimaksuld delngan hulkulm ialah kelsellulrulhan kaidah- 

kaidah yang ataul pelratulran dalah sulatul kelhidulpan belrsama, dapat diartikan 

bahwa hulkulm melrulpakan sulatul pelratulran yanng melngatulr sellulrulh 

pelrilakul dan tingkah lakul manulsia yang isinya telntang hal apa saja yang 

bolelh ulntulk dilakulkan dan tidak bolelh dilakulkan dalam kelhidulpan 

belrmasyarakat, yang dalam hal ini hulkulm dapat melmaksakan selhingga 

dapat melmbelrikan sanksi kelpada siapa saja yang mellanggarnya olelh 

pihak-pihak yang belrwelnang.(RM. Soemartono Gatot, 1991) 

Hulkulm Lingkulngan selcara bahasa melmiliki telrjelmahan telrselndiri dari 

belrbagai nelgara, belrmulla dari istilah Elnviromelntal Law (dalam bahasa Inggris) 

dan istilah Millielul Relcht (bahasa Bellanda), yang diantara keldulanya melmiliki 

makna yang sama, yaitul hulkulm yang melngatulr tatanan lingkulngan yang ada 

di selkitar manulsia. Salah satul pakar Hulkulm Lingkulngan belrnama Soeldjono 

melngartikan Hulkulm Lingkulngan selbagai hulkulm yang melngatulr tatanan 

lingkulngan hidulp, dimana lingkulngan melncakulp selmula belnda dan kondisi, 

telrmasulk di dalamnya manulsia belrada dan melmpelngarulhi kellangsulngan 

hidulp selrta kelseljahtelraan manulsia dan jasad-jasad hidulp lain.(Dirdjosisworo 

Soedjono, 1983) 

Pada hakikatnya Hulkulm Lingkulngan telrdiri dari 2 (dula) ulnsulr, yaitul 
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pelngelrtian Hulkulm dan pelngelrtian Lingkulngan. Bagian Hulkulm Lingkulngan 

telrbagi atas 2 (dula) bagian, yaitul Hulkulm Lingkulngan Klasik dan Hulkulm 

Lingkulngan Modelrn. Hulkulm lingkulngan klasik, belrorielntasi kelpada 

pelnggulnaan lingkulngan ataul ulsel orielnteld seldangkan hulkulm lingkulngan 

modelrn belrorielntasi kelpada lingkulngan.(Munadjat Danusaputro, 1985) Dari 

keldula bagian telrselbult tuljulan dari Hulkulm Lingkulngan adalah ulntulk 

melngatasi pelncelmaran dan pelrulsakan Lingkulngan Hidulp dari tingkah lakul 

manulsia delngan pelmbangulnan dan telknologinya yang belrpotelnsi 

melmbahayakan Lingkulngan Hidulp, delngan kelgiatan manulsia telrselbult maka 

dapat telrjadi masalah relgional maulpuln global. Drulsteleln, melnyatakan : 

"Hulkulm lingkulngan (milielulrelcht) adalah hulkulm yang belrhulbulngan delngan 

lingkulngan alam (natululrlijkmilielul) dalam arti sellulas-lulasnya. Hulkulm 

lingkulngan selbagian belsar telrdiri atas hulkulm pelmelrintahan (belstululrsrelcht). 

Hulkulm lingkulngan pelmelrintahan mellipulti belbelrapa bidang, yakni hulkulm 

kelselhatan lingkulngan (milielulhygielnel), hulkulm pelrlindulngan lingkulngan 

(milielulbelshelrmingsrelcht), dan hulkulm tata rulang (rulimtellijkordelnings- 

relcht)”.(Askin Muhammad, 2010) 

Dasar Hulkulm Lingkulngan Hidulp di Indonelsia belrmulla pada amandelm 

kel-elmpat Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945, 

yakni pada tahuln 2002. Dalam amandelmeln ini melnelgaskan telntang 

kontultisionalisasi statuls elkonomi julga pelningkatan statuls lingkulngan hidulp 

didasari olelh pelningkatan hak asasi manulsia yang dijamin olelh Ulndang- 

ulndang Dasar.(Jimly Asshiddiqie, 2009) Keltelntulan dalam Ulndang-Ulndang 

Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945 yang melngatulr telntang 

lingkulngan hidulp dirulmulskan dalam 2 (dula) pasal, yaitul Pasal 28H ayat (1) 

dan Pasal 33 ayat (4) Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Tahuln 1945. 

Ditelgaskan dalam Pelmbulkaan Ulndang-ulndang Dasar 1945 bahwa 

Nelgara dan Pelmelrintah wajib mellindulngi selgelnap Bangsa Indonelsia. 

Melruljulk pada Pasal 28H Ulndang-ulndang Dasar 1945 melnelgaskan bahwa 

: “Seltiap orang belrhak hidulp seljahtelra lahir dan batin, belrtelmpat tinggal, 

dan melndapatkan lingkulngan hidulp yang baik dan selhat selrta belrhak 

melmpelrolelh pellayanan kelselhatan”. Delngan artian bahwa ulntulk 

melndapatkan lingkulngan hidulp yang baik dan selhat selrta pellayanan 

kelselhatan yang baik melrulpakan Hak Asasi Manulsia. Atas kelpeldulliannya 

Ulndang-ulndang Dasar Relpulblik Indonelsia 1945 telrhadap lingkulngan hidulp, 

maka selring dikatakan selbagai Konstitulsi Hijaul       (Greleln Constitultion).(Jimly 
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Asshiddiqie, 2009) 

Namuln delmikian pelrkelmbangan hulkulm lingkulngan di Indonelsia yang 

belrsifat melnyellulrulh barul telrjadi seltellah pelristiwa kandasnya kapal tangki 

minyak showa marul di Sellat Malaka/Singapulra pada tahuln 1975. 

Selbagaimana dikeltahuli bahwa pelristiwa ini tellah melndorong telrbelntulknya 

Rancangan Ulndang-ulndang Lingkulngan Hidulp Indonelsia pada tahuln 1976. 

Delngan telrbelntulknya kantor Melntelri Nelgara Pelngawasan Pelmbangulnan 

dan Lingkulngan Hidulp (Selkarang Melntelri KLH), gelrakan kelsadaran 

lingkulngan dan ulpaya melnyulsuln rancangan Ulndang-Ulndang Lingkulngan 

Hidulp olelh kantor ini telrbelntulk pada tahuln 1979. Rancangan UlUlLH ini 

kelmuldian disahkan melnjadi UlUl No. 4 Tahuln 1982 telntang Keltelntulan- 

keltelntulan Pokok Lingkulngan Hidulp, belrdasarkan Pasal 4 hulrulf el diatulr 

dampak lingkulngan yang belrsifat lintas batas nasional yang belrbulnyi: 

“Telrlindulnginya Nelgara telrhadap dampak kelgiatan dilular wilayah Nelgara 

yang melnyelbabkan kelrulsakan dan pelncelmaran lingkulngan”.(Maruf, 2018) 

Pelratulran  pelrulndang-ulndangan  yang  belrkaitan  delngan  lingkulngan 

hidulp saat ini telrdapat barbagai pelratulran yang dipelrgulnakan selbagai dasar 

delngan tuljulan ulntulk mellindulngi dan mellelstarikan lingkulngan yaitul 

Ulndang-ulndang Nomor 32 Tahuln 2009 telntang Pelrlindulngan dan 

Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp, Pelratulran Pelmelrintah Nomor 22 tahuln 

telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan dan Pelngellolaan lingkulngan 

Hidulp, Ulndang-Ulndang Nomor 05 Tahuln 1990 telntang Konselrvasi 

Sulmbelrdaya Alam Hayati dan Elkosistelmnya, Ulndang-Ulndang Nomor 41 

Tahuln 1999 telntang Kelhultanan, Pelratulran Pelmelrintah Nomor 101 Tahuln 

2014 telntang Pelngellolaan Limbah Bahan Belrbahaya dan Belraculn, 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 27 Tahuln 2012 telntang Izin Lingkulngan, dan 

telrkhulsuls di Kabulpateln Bogor telrdapat Pelratulran Daelrah Kabulpateln 

Bogor Nomor 6 Tahuln 2016 telntang Pelrlindulngan dan Pelngellolaan 

Lingkulngan Hidulp. 

3. Pelngawasan Pelncelmaran dan Kelrulsakan Lingkulngkulngan Hidulp 

Pelngawasan Lingkulngan Hidulp adalah Kelgiatan yang dilakulkan selcara 

langsulng maulpuln tidak langsulng olelh pelgawai Nelgelri Sipil yang 

melndapatkan tulgas langsulng dari atsan ulntulk mellaksanakan rangkaian 

pelngawasan telrhadap sulatul yang belrpotelnsi telrjadinya pelnrulsakan dan 

pelncelmaran Lingkulngan Hidulp. Kelgiatan telrselbult belrtuljulan ulntulk 

melngeltahuli tingkat keltaatan pelnganggulng jawab ulsaha dan/ataul pellaksana 

sulatul kelgiatan telrhadap Ulndang-ulndang Lingkulngan Hidulp, telrmasulk 
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didalamnya yaitul    melngelnai Pelngawasan Lingkulngan Hidulp, julga melngelnai 
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Analisis Melngelnai DAmpak Lingkulngan (AMDAL) ataul Ulpaya Pelngellolaan 

Lingkulngan dan Ulpaya Pelngellolaan Lingkulngan.(Hamran Hamid dan 

Bambang Pramudyanto, 2007) 

Pelngawasan Lingkulngan Hidulp yang dimaksuld dalam Pasal 1 ayat (98) 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 22 Tahuln 2021 Telntang Pelngyellelnggaraan 

Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp Ialah : “Pelngawasan 

adalah kelgiatan yang dilaksanakan selcara langsulng ataul tidak langsulng olelh 

peljabat Pelngawas Lingkulngan  Hidulp ulntulk melngeltahuli dan/ataul 

melneltapkan tingkat keltaatan pelnanggulng jawab ulsaha dan/ataul kelgiatan 

atas keltelntulan yang diteltapkan dalam Pelrizinan Belrulsaha ataul Pelrseltuljulan 

pelmelrintah selrta pelratulran pelrulndang-ulndangan di bidang Pelrlindulngan 

dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp”. 

Pelngawasan  telrhadap  pelncelmaran  dan  pelrulsakan  lingkulngan  hidulp 

sangat pelnting ulntulk mellindulngi sulmbelr daya alam dan melnjaga 

kelselimbangan elkosistelm. Belrbagai pihak telrlibat dalam pelngawasan ini, 

telrmasulk pelmelrintah, badan-badan lingkulngan, lelmbaga swadaya 

masyarakat, dan masyarakat ulmulm. Belrikult ini belbelrapa aspelk pelnting 

dalam pelngawasan pelncelmaran dan pelrulsakan lingkulngan hidulp.(Anugrah 

Nunu, n.d.) 

Pelngawasan  melrulpakan  bagian  dari  melkanismel           pelnelgakan  hulkulm. 

Tuljulan ultama dari pelngawasan diantaranya, melmantaul, melngelvalulasi, dan 

melneltapkan statuls keltaatan pelnanggulngjawab ulsaha dan kelgiatan telrhadap 

pelratulran pelrulndang-ulndangan dibidang pelrlindulngan dan pelngelloaan 

lingkulngan hidulp, Pelrizinan lingkulngan, selrta kelwajiban pelngellolaan dan 

pelmantaulan lingkulngan dalam dokulmeln lingkulngan hidulp. Ini selmula 

Telrmaktulb didalam kelrangka Ulndang-ulndang Nomor 32 Tahuln 2009 

Telntang Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp:(Subagiyo, 2017) 

a. Pelratulran dan relgullasi: Pelmelrintah melmiliki pelran kulnci dalam 

melneltapkan pelratulran dan relgullasi yang melngatulr kelgiatan manulsia 

yang belrpotelnsi melncelmari ataul melrulsak lingkulngan hidulp. Hal  ini 

mellipulti izin lingkulngan, pelngelndalian elmisi, pelngellolaan limbah, dan 

lain selbagainya. Pelratulran ini haruls diawasi dan ditelgakkan agar 

pellanggaran dapat ditindak. 

b. Monitoring lingkulngan: Monitoring rultin telrhadap kulalitas air, uldara, 

dan tanah pelnting ulntulk melndeltelksi pelncelmaran dan pelrulbahan kondisi 

lingkulngan. Badan-badan lingkulngan dan lelmbaga pelnellitian belrpelran 

dalam   melngulmpullkan   dan   melnganalisis   data   lingkulngan.   Hasil 
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monitoring dapat digulnakan ulntulk melngidelntifikasi sulmbelr pelncelmaran 

dan melngambil tindakan yang selsulai. 

c. Inspelksi dan pelnelgakan hulkulm: Pelmelrintah dan lelmbaga lingkulngan 

mellakulkan inspelksi telrhadap pelrulsahaan dan fasilitas yang belrpotelnsi 

melncelmari ataul melrulsak lingkulngan. Jika ditelmulkan pellanggaran, 

tindakan pelnelgakan hulkulm dapat diambil, telrmasulk delnda, sanksi 

administratif, ataul    tulntultan hulkulm. 

d. Kelsadaran masyarakat: Pelndidikan dan kelsadaran masyarakat telntang 

pelntingnya lingkulngan hidulp dan dampak nelgatif dari pelncelmaran 

pelnting ulntulk melngulrangi pelrilakul yang melrulsak lingkulngan. Mellaluli 

kampanyel, program pelndidikan, dan partisipasi aktif masyarakat, 

pelngeltahulan dan kelsadaran dapat ditingkatkan. 

e. Kelmitraan antara selktor pulblik dan swasta: Kelrjasama antara pelmelrintah, 

pelrulsahaan, dan lelmbaga non-pelmelrintah dalam ulpaya pelngawasan 

lingkulngan dapat melmpelrkulat elfelktivitas pelngawasan. Pelmelrintah 

dapat melndorong keltelrlibatan pelrulsahaan dalam praktik bisnis yang 

belrkellanjultan dan belrtanggulng jawab telrhadap lingkulngan. 

f. Telknologi dan inovasi: Pelnggulnaan telknologi dan inovasi dapat 

melningkatkan kelmampulan pelngawasan. Misalnya, pelnggulnaan selnsor 

dan sistelm pelmantaulan jarak jaulh dapat melmbantul melndeltelksi polulsi, 

selrta analisis data yang lelbih baik dapat melmbelrikan wawasan yang lelbih 

akulrat telntang dampak lingkulngan. 

Dalam hal ini  pelngawasan melrulpakan tulgas dari  Dinas Lingkulngan 

Hidulp karelna selsulai delngan isi yang telrcantulm dalam Pasal 74 ayat (1) 

Ulndang-ulndang nomor 32 tahuln 2009 yang melnjellaskan bahwa “Dinas 

Lingkulngan Hidulp dalam mellaksanakan tulgas pelngawasan yaitul delngan 

mellakulkan pelmantaulan, melminta keltelrangan, melmbulat salinan dari 

dokulmeln dan/ataul melmbulat catatan yang dipelrlulkan, melmasulki telmpat 

telrtelntul, melmotrelt, melmbulat relkaman auldio visulal, melngambil sampell, 

melmelriksa pelralatan, melmelriksa instalasi dan/ataul alat transportasi, 

melnghelntikan pellanggaran telrtelntul”. Dalam mellakulkan pelngawasan 

diharulskan melmiliki koselp dan tuljulan yang jellas, selrta rulang lingkulp dalam 

pelngawasan telrselbult, selpelrti: 

a. Konselp Pelngawasan 

Pelngawasan melrulpakan fulngsi manajelmeln yang sangat belrkaitan elrat 

delngan pelncapaian tuljulan organisasiul, selhingga pelngwasan dalam 

organisasi apapuln melnjadi multlak dilakulkan. Hal ini selpelrti yang dikatakan 
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olelh G.R. Telrry. Bahwa dalam rangka pelncapaian tuljulan organisasi, telrmasulk 

nelgara selbagai organisasi kelkulasaan telrbelsar yang selharulsnya melnjalankan 

fulngsi-fulngsi manajelmeln yang telrdiri atas pelrelncanaan, pelngirganisasian, 

pelngarahan ataul melmbelri dorongan, dan pelngawasan. Melnulrultnya, 

pelngawasan selbagai ulpaya control birokrasi ataulpuln organisasi haruls 

dilakulkan delngan baik, karelna apabila tidak dilaksanakan celpat ataul lambat 

melngakibatkan hanculrnya birokrasi telrselbult.(Hamran Hamid dan Bambang 

Pramudyanto, 2007) 

b. Rulang Lingkulp Pelngawasan 

Rulang lingkulp pelngawasan selcara garis belsar pada ulmulmnya telrdapat 

tiga tahapan yaitul kelgiatan pelrsiapan pelmelriksaan, pellaksana pelmelriksaan, 

dan pelnyulsulnan belrita acara, selrta tindak lanjult hasil pelngawasan, yang 

telrinci selpelrti belrikult : (Intiland Development, n.d.) 

1) Pelrsiapan Pelmelriksaan 

2) Pelngamatan keltaatan 

3) Pelngulmpullan data ataul informasi (wawancara) dab kelgiatan 

pelngambilan contoh sampell, pelmotreltan 

4) Pelmbulatan laporan 

5) Langkah tindak lanjult kelgiatan pelmelriksaan, yaitul pelnyampaian hasil 

pelmelriksaan, pelmbelrian peltulnjulk ataul pelrintah, pelmbelrian sanksi 

kelpada sanksi administrasi, pelnindakan ataul pelmbelrian sanksi yang 

lelbih belrat. Dalam masalah yang belrsifar khulsuls, misalnya telrdapat 

pelngadulan masyarakat, kelgiatan peltani dapat melrulpakan salah satul 

bagian dari pelnanganan kasuls pelncelmaran lingkulngan. 

Aculan ini adalah selpelrangkat keltelntulan telntang pelnyiapan kelrja 

pelmelriksa pelngelndalian pelncelmaran air pada kelgiatan indulsrti, yang disulsuln 

selcara garis belsar melngelnai langkah-langkah dalam mellaksanakan 

pelmelriksaan di pabrik. Istilah pelmelriksaan dimaksuld adalah selbagai salah 

satul belntulk kelgiatan yang dilakulkan dalam rangka kelgiatan inspelksi ataul 

pelngawasan.(Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007) 

Seltellah mellaksanakan prosels pelngulmpullan data maka belrdasarkan hasil 

dari pelngulmpullan data Dinas Lingkulngan Hidulp dalam mellakulkan 

pelngawasan haruls ada pelroseldulr pelngawasan yang di jellaskan dari SOP 

pelngawasan,(Malia, 2019) pelroseldulr telrselbult : 

a. Melmbulat jadwal pelngawasan, Delngan adanya jadwal pelngawasan Dinas 

Lingkulngan Hidulp haruls melngawasi selsulai delngan jadwal yang suldah 
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di bulat dan di seltuljuli olelh kelpala Dinas Lingkulngan Hidulp agar 

pelngawasan selsulai delngan SOP pelngawasan Dinas Lingkulngan Hidulp, 

b. Mellayangkan sulrat pelmbelritahulan, Selbellulm mellakulkan pelngawasan 

kelpada pelrulsahaan Dinas Lingkulngan Hidulp mellayangkan sulrat 

pelmbelritaulan pelngawasan, isi dari sulrat telrselbult yaitul melmbelri taulkan 

bahwa akan ada pelngawasan dari tim Dinas Lingkulngan Hidulp kelpada 

pelrulsahaan. dan pelrulsahaan haruls melnyiapkan dokulmeln – dokulmeln 

telntang ijin lingkulngan dan masalah limbah yang di hasilkan olelh 

pelrulsahaan, 

c. Melmbulat belrita acara pelngawasan, Dinas Lingkulngan Hidulp melmbulat 

belrita acara pelngawasan pelnataan lingkulngan hidulp yang di dalamnya 

belrisi telntang tanggal dan hari pellaksanaan, jabatan yang melngawasi 

elntitas bisnis, dan nama pelrulsahaan, belselrta alamat pelrulsahaan, 

d. Melndatangi lokasi, Belrdasarkan tulgas dan tanggulng jawabnya Dinas 

Lingkulngan Hidulp melngawasi dan melninjaul selcara langsulng kelpada 

elntitas bisnis ulntulk melngelcelk kelselsulaian dan kelpatulhan pelrulsahaan 

kelpada pelratulran daelrah, 

e. Mellakulkan pelngawasan, Pelngawasan di lakulkan belrdasarkan Ulndang – 

Ulndang No.32 tahuln 2009 Belrisi telntang bagaimana dalam melngawasi 

Telntang Pelrlindulngan  dan Pelngellolaan Lingkulngan  Hidulp, melmiliki 

aculan dari Pasal 74 ayat (1) yang belrisi telntang: Pelngawasan yaitul delngan 

mellakulkan pelmantaulan, melminta keltelrangan, melmbulat salinan dari 

dokulmeln dan/ataul melmbulat catatan yang dipelrlulkan, melmasulki telmpat 

telrtelntul, melmotrelt, melmbulat relkaman auldio visulal, melngambil sampell, 

melmelriksa pelralatan, melmelriksa instalasi dan/ataul alat transportasi, 

melnghelntikan pellanggaran telrtelntul. 

4. Pellaksanaan Pelngawasan Pelncelmaran Dan Pelrulsakan Lingkulngan Hidulp 

Olelh Dinas Lingkulngan Hidulp. 

Pelngawasan lingkulngan hidulp melrulpakan selrangkaian kelgiatan yang 

wajib dilakulkan olelh Pelgawai Nelgelri Sipil yang dibelri pelrintah olelh atasan 

baik selcara langsulng maulpuln tidak langsulng telrhadap selsulatul yang 

belrpotelnsi telrjadinya pelrulsakan dan pelncelmaran lingkulngan 

hidulp.(Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007) Pelngawasan 

Lingkulngan Hidulp yang dilaksaakan Olelh dinas Lingkulngan Hidulp 

Kabulpateln Bogor melrulpakan instrulmeln pelnting dalam melnjalankan tulgas 

selbagai kellelmbagaan Pelmelrintah Daelrah Kabulpateln Bogor yang 

Melmbidangi Lingkulngan Hidulp. dalam hal isi sellaras delngan Pasal 104 
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Pelratulran Daelrah Kabulpateln Bogor Nomor 06 tahuln 2016 Telntang 

Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp. yang  melnjellaskan 

melngelnai kelwelnangan lelmbaga daelrah yang melmbidangi lingkulngan dalam 

hal melnjalankan kelwajibannya ulntulk mellakulkan pelngawasan selbagai 

pellimpahan kelwelnangan dari bulpati. 

Belrdasarkan Ulndang-ulndang nomor 32 tahuln 2004 telntang 

Pelmelrintahan Daelrah, kellelmbagaan pelngelloolaan lingkulngan selbagai salah 

satul bagian organisasi pelrangkat daelrah melmiliki tulgas dan fulngsi ulntulk 

melnyellelnggarakan ulrulsan pelmelrintahan dibidang lingkulngan hidulp yang 

melnjadi welwelnang daelrah. Kajian melngelnai kapasitas kellelmbagaan 

pelngellolaan lingkulngan di daelrah tidak bisa dilelpaskan dari adanya 

keljellasan pelngatulran welwelnang daelrah itul selndiri. Pelngatulran telntang 

welwelnang daelrah selcara jellas melnjadi sangat pelnting, karelna dari sisi telori 

hulkulm administrasi melnjadi dasar kelabsahan tindak pelmelrintahan. Melnulrult 

Philipuls M. Hadjon seltiap tindakan pelmelrintahan melnjadi syarat yang 

multlak haruls ada welwelnang yang sah, yaitul yang dibelrikan olelh pelratulran 

pelrulndang ulndangan.(Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007) 

Selcara ulmulm welwelnang kellelmbagaan linkulngan daelrah dalam hal ini 

pelngawasan belrsulmbelr dari welwelnang daelrah selbagaimana diatulr dalam 

Pasal 13 ayat (1) hulrulf j dan Pasal 14 ayat (1) hulrulf j Ulndang-ulndang Nomor 

32 tahuln 2004, yaitul  melnjellaskan melngelnai “Ulrulsan Lingkulngan Hidulp”. 

pelnjellasan diatas tellah dirinci kelmbali dalam Pelratulran Pelmelrintah Nomor 

38 tahuln 2007 telntang Pelmbagian Ulrulsan Pelmelrintahan Antara Pelmelrintah, 

Pelmelrintahan Daelrah Provinsi dan Pelmelrintahan Daelrah Kabulpateln/Kota, 

yang mellipulti dula sulb bidang yaitul sulb bidang pangelndalian dampak 

linkulngan dan sulb bidang konselrvasi SDA. (Akib, n.d.) 

Dalam lingkulp pelngawasan pelncelmaran dan pelrulsakan lingkulngan 

hidulp melmpulnyai intansi yang belrpelran dalam pellaksanaan pelngawasan, 

pelngawasan yang dimaksuld telrdapat 2 jelnis pelngawasan yaitul pelngawasan 

Prelpelntif dan pelngawasan Relprelsif. 

Melnulrult Pelratulran Pelmelrintah Nomor 22 Tahuln 2021 telnang 

pelnyellelnggaran pelrlindulngan dan pelngellolaan lingkulngan hidulp Dalam 

mellakulkan pelngawasan ada dula jelnis pelngawasan yaitul Prelpelntif dan 

pelngawasan Relprelsif. Pelngawasan prelvelntif melrulpakan pelngawasan yang 

dilakulkan selbellulm pelkelrjaan mullai dilaksanakan. Tuljulannya adalah 

melnjaga agar tidak telrjadi pelnyimpangan. Pelngawasan relprelsif dalam 

pelngellolaan  limbah  yang  dilakulkan  olelh  Pelmelrintah  Kabulpateln  Bogor 
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belrwuljuld telgulran, sanksi dan tindakan. Pelngawasan relprelsif melrulpakan 

pelngawasan yang dilakulkan keltika alulr aktivitas suldah sellelsai dilakulkan, 

namuln dalam pellaksanaannya masih telruls melndapat pelngawasan Wali 

Kota.(Akib, n.d.) 

Pellaksanaan pelngawasan yang dilaksanakan olelh Dinas 

Lingkulngan Hidulp kabulpateln bogor belrlandaskan pada Pasal 496 Pasal 1 

sampai delngan Pasal 5 Pelratulran Pelmelrintah Nomor 22 tahuln 2021 

telntang Pellaksanaan Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp, 

dijellasakan bahwa : Pellaksnaan pelngwasan:(Pradana et al., 2020) 

a. Pelngawasan dilakulkan olelh Peljabat Pelngawas Lingkulngan Hidulp 

b. Pelngawasan dapat dilakulkan delngan cara : 

1) Pelngawasan langsulng dan ataul 

2) Pelngawasan tidak langsulng 

c. Pelngawasan Langsulng selbagaimana yang dimaksuld pada ayat (2) 

hulrulf a dilakulkan delngan melndatangi lokasi ulsaha dan/ataul  kelgiatan 

delngan selcara : 

1) Relgullar dana taul 

2) Isidelntal 

d. Pelngawasan tidak langsulng selbagaimana dimaksuld pada ayat (2) 

hulrulf b dilakulkan mellaluli pelnellaahan data laporan pelnanggulng jawab 

ulsaha dan/ataul kelgiatan dan/ataul data dari systelm informasi 

lingkulngan hidulp 

e. Dalam hal hasil pelngawasan tidak langsulng selbagaimana dimaksuld 

pada ayat (4) melnulnjulkan pellanggaran yang belrullang ataul 

melngindikasikan timbullnya ancaman selriuls telrhadap lingkulngan 

hidulp, peljabat pelngawas lingkulngan hidulp selgelra mellakulkan 

pelngawasan langsulng. 

5. Pelngatulran Pelngawasan Pelncelmaran Dan Pelrulsakan Lingkulngan Hidulp 

Pelngatulran yaitul   kelpultulsan yang haruls dilaksanakan dan dipatulhi 

olelh 

pellakul ulsaha yang belrkaitan elrat akan adanya potelnsi pelncelmaran dan 

pelrulsakan lingkulnga hidulp. Pelngatulran melngelnai pelngawasan lingkulngan 

hidulp selbellulmnya tellah di mulat dalam Al Qulr’an, Ditinjaul dari pelrspelktif 

ajaran Islam, yang telrtulang dalam Al-Qulr’an Sulrah Al-Baqarah ayat 30 yaitul 

salah satul tulgas manulsia selbagai khalifah fil ardhi dimana Allah 

SWT.(Mudhofir Abdullah, 2010) melngamanahkan tulgas kelpada manulsia 

selbagai khalifah ulntulk melngellola ataul melngatulr bulmi. Konselp khalifah 
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belrmakna relsponsibility yakni hanya akan belrmakna jika manulsia mampul 
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melngellola dan mellindulngi bulmi selhingga sellulrulh pelribadatan dan amal- 

amal sosialnya dapat delngan telnang ditulnaikan.(Fachrudin M. Mangunjaya, 

Husain Heriyanto, 2007) 
 
 

Hyronimuls Rhiti dalam bulkulnya melnyatakan bahwa hulkulm 

lingkulngan  melnitik belratkan pandangan pada pelngatulran dan 

pelnataan pelrilakul    manulsia. pelrilakul    manulsia yang pelrlul    ulntulk diatulr 

telrlbih dahullul, bulkan pelrilakul     alam ataul     lingkulngan hidulp. telrlelbih dari 

pelrilakul     manulsia lah yang dapat melrulsak alam ataul   lingkulngan 

hidulp.(Hyronimus Rhiti, 2006) Hulkulm Lingkulngan Melnulrult mulnadjat 

dalam bulkulnya yang belrjuldull pelrspelktif hulkulm lingkulngan

 modelrn, melngajarkan bahwa hulkulm 

lingkulngan seljatinya melruljulk kelpada elkologi, yang banyak 

melngulngkapkan dan melnampilkan sifat-sifat dan hakikat lingkulngan 

selbagai elkosistelm yang haruls   dijaga   olelh   ulmat   manulsia.(Munadjat   

Danusaputro,   1985)   Dari pelmahaman   makna   elkosistelm   dan   

lingkulngan   hidulp,   maka   hulkulm 

lingkulngan melmiliki sifat ultulh melnyellulrulh ataul    komprelhelsif 

intelgral. 

Nelgara Indonelsia sampai saat ini melmakai sistelm pelmelrintahan 

otonomi daelrah, delngan sistelm pelmelrintahan otonomi daelrah yang 

Indonelsia pakai telntulnya delselntralisasi kelbijakan melrulpakan sulatul hal yang 

pasti telrjadi dalam elra otonomi daelrah. Delselntralisasi kelbijakan di Indonelsia 

tellah dipraktelkan seljak zaman kolonial bellanda, yaitul delngan 

dibelrakulkannya Delcelntralisatiel Welt 1903 mellaluli Konilijkel Belslulit Nomor 39 

tahuln 1904dan Ordonasi Nomor 181 Tahuln 1905 (Localel Radeln Ordonantiel 

1905). Hadirnya elra otonomi daelrah melmiliki implikasi telrhadap pelrulbahan 

belrbagai atulran dan kelbijakan yang telrkait, telrmasulk dalam bidang 

pelngellolaan lingkulngan hidulp. Otonomi daelrah belrarti delselntralisasi 

kelbijakan, belrbagai ulrulsan lingkulngan yang selmulla celndelrulng selntralistik, 

di dellelgasikan selcara lulas kelpada daelrah, walaul ada selmacan “relselntralisasi 

kelwelnangan” mellaluli Ulndang-ulndang Nomor 32 tahuln 2004 telntang 

Pelmelrintahan Daelrah dan Pelratulran Pelmelrintah Nomor 38 tahuln 2007 

telntang Pelmbagian Ulrulsan Pelmelrintahan Atantara Pelmelrintah, 

Pelmelrintahan Provinsi, dan Pelmelrintahan Kabulpatrn dan 

Kota.(Wignyosoebroto, 2005) 

Selcara konselptulal hadirnya kelbijakan delselntralisasi dan otonomi daelrah 
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itul diharapkan aggar kulalitas lingkulngan di daelrah selmakin baik, teltapi 

dalam kelnyataanya kasuls lingkulngan masih selring telrjadi, melmbulat kulalitas 

lingkulngan selmakin melnulruln, bahkan kondisi ini celndelrulng melningkat di 
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elra barul otonomi daelrah.(Akib, n.d.) Delngan adanya pelmbagian kelkulasaan 

yang diciptakan karelna sitelm otonomi daelrah pelmelrintah pulsat belrharap 

agar masalah lingkulngan hidulp bisa telratasi diwilayahnya masing masing. 

baik selcara pelngatulran maulpuln selcara pelnyellelsaian dilapangan. 

Pelnratulran-pelratulran yang melngatulr melngelnai Pellaksanaan 

Pelngawasan Pelncelmaran dan Pelrulsakan Lingkulngan Hidulp yang dijadikan 

peldoman olelh Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulateln Bogor telrdapat 3 atulran 

yang belrlakul, yaitul : Ulndang-ulndang Nomor 32 tahuln 2009 telntang 

Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp, Pelratulran Pelmelrintah 

Nomor 22 tahuln 2021 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan dan 

Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp, Pelratulran Daelrah Nomor 6 Tahuln 2016 

telntang Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp. 

Diantara  keltiga  pelratulran  telrselbult  pelratulran  Pelmelrintah  Nomor  22 

tahuln 2021 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan dan Pelngellolaan 

Lingkulngan Hidulp melrulpakan pelratulan yang haruls di peldomani olelh para 

peljabat pelmelrintahan baik di tingkat pulsat maulpuln tingkat daelrah, hal ini 

telrmulat delngan jellas dalam Pasal 493 ayat (3) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 

22 tahuln 2021 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan dan Pelngelolaan 

Lingkulngan Hidulp melnyatakan bahwa: “Bulpati/Wali kota belrwelnang 

mellakulkan pelngawasan telrhadap keltaatan pelnanggulng jawab ulsaha 

dan/ataul    kelgiatan yang mellipulti : 

a. Pelrizinan belrulsaha telrkait pelrseltuljulan lingkulngan yang 

ditelrbitkan olelh pelmelrintah daelrah kabulpateln/kota ataul 

b. Pelrseltuljulan pelmelrintah telrkait pelrseltuljulan lingkulngan yang 

ditelrbitkan olelh pelmelrintah daelrah kabulpateln/kota. 

Dari Pasal diatas dijellaskan bahwa bulpati dibelrikan kelwelnangan ulntulk 

melngawasi seltiap kelgiatan ulsaha yang belrkaitan delngan lingkulngan selrta 

dilibatkannya Peljabat Pelngawas Lingkulngan, selbagaimana yang tellah diatulr 

dalam Pasal 494 ayat (1) Pelratulran Pelmelrintah nomor 22 tahuln 2021 telntang 

Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp bahwa 

“Melntri, Gulbelrnulr ataul Bulpati/Wali kota dapat melndellelgasikan 

kelwelnangan pelngawasan kelpada peljabat ataul instansi telknis yang 

belrtanggulng jawab dibidang pelrlindulngan dan pelngellolaan linkulngan 

hidulp”. Biasa diselbult delngan Peljabat Pelngawas Lingkulngan Hidulp. 

Belrdasarkan Pasal 1 ayat (97) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 22 tahuln 

2021 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan dan Pelngelolaan Lin gkulngan 

Hidulp bahwa yang dimaksuld delngan Peljabat Pelngawas Lingkulngan Hidulp 
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adalah “Peljabat Fulngsional Pelngawas Lingkulngan Hidulp yang sellanjultnya 

diselbult delngan Peljabat Pelngawas Lingkulngan Hidulp adalah pelgawai nelgelri 

sipil yang dibelrikan tulgas, tanggulng jawab, welwelnang dan hak selcara pelnulh 

olelh peljabat yang belrwelnang ulntulk mellakulkan pelngawasan dan/ataul 

pelnelgakan hulkulm lingkulngan hidulp”. Dalam pasal diatas dapat dikatakan 

bahwa peljabat yang tellah dibelrikan kelwelnangan dalam hal pelngawan dan 

pelnelgakan hulkulm lingkulngan hidulp melrulpakan lelmbaha yang biasa 

diselbult delngan Dinas Lingkulngan Hidulp. 

Pelngatulran melngelnai pelngawasan pelncelmaran dan kelrulsakan lingkulngan 

hidulp tellah diatulr seldelmikian rulpa selbagai landasan hulkulm dalam 

mellakulkan pelngawasan, karelna tellah diatulr mullai dari UlUlD 1945, telpatnya 

pada Pasal 28H ayat (1) yang belrbulnyi “ seltiap orang belrhak hidulp seljahtelra 

lahir batin, belrtelmpat tinggal, dan melndapatkan lingkulngan hidulp yang baik 

dan selhat selrta belrhak melmpelrolelh pellayanan kelselhatan, Ulndang-ulndang, 

pada tingkat Ulndang-ulndang yaitul pada Ulndang-ulndang Nomor 32 tahuln 

2009, Pelratulran Pelmelrintah, pada tingkat Pelratulran Pelmelrintah yaitul pada 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 22 tahuln 2021, selrta Pelratulran Daelrah, dalam 

hal ini Pelrmelrintah Kabulpateln Bogor tulrult andil dalam mellakulkan 

pelncelgahan telrhadap pelncelmaran dan kelrulsakan lingkulngan hidulp, yaitul 

delngan melngellularkan Pelratulran Daelrah Kabulpateln Bogor Nomor 6 Tahuln 

2016 telntang Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp. 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Pelngatulran Pelngawasan Pelncelmaran dan Pelrulsakan Lingkulngan Hidulp 

yang di pakai dan melnjadi aculan bagi Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln 

Bogor yaitul melngacul pada Ulndang-Ulndang Nomor 32 Tahuln 2009 telntang 

Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp, sellain itul telrdapat pulla 

atulran-atulran tulrulnannya selpelrti Pelratulran Pelmelrintah Nomor 22 tahuln 

2021 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan 

Hidulp dan Pelratulran Daelrah Kabulpateln Bogor Nomor 6 tahuln 2016 

telntang Pelrlindulngan dan Pelngellolaan Lingkulngan Hidulp. 

2. Pellaksanaan   Pelngawasan   Dinas   Lingkulngan   Hidulp   Kabulpateln   Bogor 

melngacul pada koridor atulran yang belrlakul, yaitul pada pasal 74 ayat 1 

ulndang-ulndang No. 32 Tahuln 2009 melnjellaskan bahwa Dinas Lingkulngan 

Hidulp dalam mellaksanakan tulgas pelngawasan yaitul delngan mellakulkan 

pelmantaulan, melminta keltelrangan, melmbulat salinan dari dokulmeln dan/ataul 

melmbulat catatan yang dipelrlulkan, melmasulki telmpat telrtelntul, melmotrelt, 
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melmbulat relkaman auldio visulal, melngambil sampell, melmelriksa pelralatan, 

melmelriksa instalasi dan/ataul alat transportasi, melnghelntikan pellanggaran 

telrtelntul. pada dasarnya Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor Belrgelrak 

selsulai pada koridor atulran yang belrlakul baik pada tidakan maulpuln pada 

kelbijakan-kelbijakan yang dikellularkannya. 

3. Hal-hal yang melnghambat dalam pelngawasan telrhadap pelncelmaran 

lingkulngan olelh Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor yaitul: 

a. kulrangnya julmlah pelrsonil ataul anggota tim pelngelndalian pelncelmaran 

dan kelrulsakan lingkulngan hidulp dari Dinas Lingkulngan Hidulp 

Kabulpateln Bogor dalam mellakulkan pelngawasan telrhadap pelncelmaran 

lingkulngan. 

b. Tidak adanya sarana transportasi khulsuls selmacam kelndaraan dinas yang 

bisa digulnakan olelh tim pelngelndalian pelncelmaran dan kelrulsakan 

lingkulngan hidulp dalam mellakulkan pelngawasan. 

c. Pelrmohonan waktul yang culkulp lama yaitul lelbih dari 1 (satul) tahuln dari 

pihak indulstri kelpada Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor. 
 

SARAN 
 

Saran yang ditawarkan pelnullis selbagai Solulsi dari hambatan-hambatan 

yang telrjadi dalam pelngawasan telelrhadap pelncelmaran lingkulngan olelh Dinas 

Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor, yaitul    : 
 

a. Tim pelngelndalian pelncelmaran dan pelrulsakan lingkulngan hidulp dari Dinas 

Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor melngajulkan pelrmohonan kelpada 

Pelmelrintah Kabulpaeln Bogor agar melnambah julmblah pelrsonil tim 

pelngelndalian pelncelmaran dan pelrulsakan lingkulngan hidulp agar lelbih 

muldah melmbagi tulgas dalam mellakulkan pelngawasan 

b. Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor dipelrlulkan ulntulk melngajulkan 

pelrmohonan kelpada pelmelrintah Kabulpateln Bogor agar dibelntulknya tim 

PPSLH (Pelnyidik Khulsuls Lingkulngan Hidulp), sulpaya dalam hal 

pelnanganan Pellanggaran yang dilakulkan olelh pihak indulstri bisa langsulng 

ditindak dan di sellelsaikan olelh Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor 

dan telntulnya tidak melnulnggul dullul tindak lanjult olelh Dinas Lingkulngan 

Hidulp Provinsi Jawa Barat. 

c. Dinas  Lingkulngan  Hidulp  Kabulpateln  Bogor  haruls  selselgelra  mulngkin 

melmbulat Blulel Print (Data Basel pelrulsahaan yang suldah belrizin dan tidak 

belrizin) ulntulk modal Dinas Lingkulngan Hidulp dalam mellakulka tindakan 

bilamana telrjadi pellanggaran yang dilakulkan olelh pihak indulstri. 
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d. Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor Melminta agar pihak indulstri 

ulntulk melmbulat relncana kelrja pelmbangulnan Instalasi Pelngolahan Limbah 

dan melmbulat laporan kelmajulan ataul pelrkelmbangan melngelnai pelrbaikan- 

pelrbaikan telrhadap instalasi yag rulsak seltiap 3 (tiga) bullan selkali kel Dinas 

Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor. 

e. Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor mellakulkan pelmantaulan ataul 

monitoring belrulpa kelgiatan pelninjaulan lapangan selcara rultin ulntulk 

melnindak lanjulti hasil laporan kelmajulan ataul pelrkelmbangan dari indulstri 

yang dilaporkan kelpada Dinas Lingkulngan Hidulp Kabulpateln Bogor. 
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